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I. PENDAHULUAN 

Pengembangan industrialisasi pedesaan berbasis 

komoditas susu pada hakekatnya adalah membangun 

ekonomi kerakyatan di tingkot desa khususnya pemba-

ngunan dalam bidang peternakan sapi perah rakyat 

(industri persusuan) di Indonesia. Tujuan pembangunan-

nya antara lain untuk meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan keluarga peternak saps perah melalui 

peningkatan produktMtas ternak dan efisiensi usahanya 

serta peningkatan hash kualitas produknya sesuai stan-

dar dan preferensi konsumen di Indonesia. 

Berdasarkan laporan FAO pada tahun 1995 Indo-

nesia merupakan salah satu negara di antara sejumlah 

negara di Asia yang membangun industri persusuan 

atau peternakan sapi perah rakyat dengan menerap-

kan polo koperasi. Penerapan polo kebijakan ini tidak 

saja sesuai dengan tuntutan teknis karakteristik komodi-

tas susu, melainkan mampu memfasilitasi dan memberi 

impact terhadap pembangunan perekonomian ma-

syarakat pedesaan di daerah-daerah kantong produksi. 
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Strategi kebijakan ini telah dinilai mampu menggerak-

kan pembangunan Indust ri persusuan nasional, sekali-

pun masih dihadapkan pada permasalahan yang be-

lum dapat diatasi, di antaranya adalah (1) rendahnya 

populasi sapi perah dibandingkan dengan kebutuhan 

pasar domestik akan produksi susu, (2) inefisiensi penge-

klaan usaha di sektor on farm sebagai akibat skala 

pemeliharaan yang rata-rata rendah, (3) rendahnya 

standar kesehatan hewan, (4) kecukupan penyediaan 

pakan, serta (5) masih rendahnya konsumsi susu masya-

rakat Indonesia. 

Sebenarnya berbagai upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut sudah sejak lama telah menjadi 

agenda kalangan masyarakat industri persusuan, ter-

masuk pemerinfah dalam merintis ke arah perbaikan 

mutu ternak, manajemen dan teknologi di bidang sapi 

perah. Namun demikian, kompleksnya permasalahan 

dan belum memiliki cukup pengalaman dan pengua-

saan teknologi tepat guns yang dapat diandalkan, 

mengakibatkan perkembangan peternakan sapi perah 

rakyat selama kurun waktu dua puluh tahun terakhir 
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berjalan sangat kambat atau masih jauh dan target pa-

pukisl dan produksi yang diharapkan. 

Sistem perdagangan bebas yang baru berlaku 

pada tahun ini dan kondisi peternakan ral yat yang de-

mikian adanya menyebabkan peternakan sapi perah 

rakyat berada pada posisi di persimpangan jalan. De-

ngan demikian, agar peternakan saps perah rakyat 

mampu bertahan, bahkan terus berkembang mengikuti 

trend perdagangan bebas, maka pola pemberdayaan 

peternakan sapi perah rakyat perlu di rumuskan secara 

bersama antara berbagai pelaku bisnis industri persusu-

an khususnya antara peternak dan koperasi persusuan 

(KUD) dengan pihak swasta (IPS), perbankan dan peme-

rintah di Indonesia. 

II. KONDISI UMUM PETERNAKAN SAPI PERAH RAKYAT (PERSU-
SUAN) DI INDONESIA 

Budidaya peternakan sapi perah rakyat yang 

dikenal sebagai farm friendly business dan memiliki po-

sisi strategis pendukung produksi susu nasional, secara 

nyata sudah memasuki pasar bebas sebagai impiikasi 
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dan ratifikasi GATT tahun 1993. Oleh karena itu, persoal-

an. yang patut dikaji secara utuh adalah bagaimana 

menampilkan kinerja yang lebih efisien, bernilai tambah 

dan berdaya saing. Untuk itu, diperiukan program dan 

strategi pengembangan peternakan sapi perah (industri 

Persusuan) secara nasional yang meliputi upaya perba-

ikan seluruh sistem mulai dari pra produksi (bibit), budi-

daya, pengolahan, dan pemasaran basil. 

Eksistensi peternakan sapi perah di Indonesia se-

cara historis tidak terlepas dan i penjajahan kolonial pe-

merintahan Belanda, dan saat ini telah menjadi salah 

satu aset komodttas unggulan dalam bidang pertanian 

itu sendiri. Sekalipun usaha ini masih dibayangi berba-

gai keterbatasan, namun kinerja produksi peternakan 

sapi perah telah memberikan basil yang nyata. Hal ini, 

antara lain, tercermin dari adanya perubahan rasio 

penggunaan susu segar domestik dengan susu bubuk 

impor pada industri pengolahan susu (IPS), yaitu dari 

1:20 pada tahun 1979 menjadi 1:1,6 pada tahun 1988, 

dan kemudian 1:2 pada tahun 1994. Fluktuasi rasio ter-

sebut disebabkan oleh adanya peningkatan perminta-
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an yang tidak dapat dipenuhi oleh pasok susu segar 

domestik. 

Sebagai gambaran yang Iebih rinci, seberapa 

jauh kinerja peternakan saps perah di Indonesia yang ju-

gs sekaligus sebagai peluang dan tantangan untuk pe-

ngembangan di masa mendatang jika ditinjau dan i as-

pek populasi ternak, produksi, dan permintaan susu se-

bagai berikut : populasi ternak saps perah pada tahun 

2002 adalah sekitar 390.000 ekor menghasilkan produk-

si SUSU sebesar 520.000 ton per tahun. Rata-rata skala 

usaha kepemilikan ternak berkisar antara 2-4 ekor per 

peternak, dengan tingkat produksi susu per ekor per hari 

adalah sekitar 8-10 liter. Berdasarkan data tersebut, ter-

ungkap bahwa kemampuan produksi susu segar nasio-

nal masih jauh dari jumlah kebutuhan konsumen sekitar 

1,860 ribu ton per tahun, atau baru mencapai kira-kira 

sebesar satu per tiganya. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih rendahnya penyediaan produksi susu segar na-

sional disebabkan selain produksi ternak yang hanya 

sedikit sehingga rataan tingkat kepemilikan ternak pada 

skala usaha yang tidak efisien, juga produktifitas ternak-
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nya rendah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuh-

an konsumsi susu masyarakat, ternyata harus mengim-

por susu hampir duo per tigarya dan kebutuhan terse-

but. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi susu baru 

mencapai 5,79 kg/kapitattahun (2001). Artinya masih 

jauh untuk dapat memenuhi standar gizi yang ditetap-

kan sebesar 7,2 kg/kapita/tahun. 

Untuk memperjelas kajian pencapaian kinerja 

peternakan sapi perah di Indonesia dalam lima tahun 

terakhir, diperlukan data time series dalam berbagai as-

pek, antara lain sebagai berikut : 

2.1. Aspek Ketersediaan Produksi Susu Sapi Perah 

Produk susu sapi perah di dalam negeri pada ku-

run waktu lima tahun terakhir (tabel 1) mengalami kena-

ikan rata-rata 7% per tahun, kecuali pada tahun 2001, 

akan tetapi naik kembali pada tahun 2002 dibanding 

tahun 2000. Peningkatan rata-rata produksi susu per ta-

hun diperkirakan karena membaiknya sarana dan pra-

sarana peternakan sapi perah dan meingkatnya ke-

mampuan manajemen budidaya serta adanya jamin-

6 



an pasar yang semakin kondusif. Produksi susu sapi pe-

rah secara nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, 

terutama Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tabel 1 di-

paparkan rincian volume dan lokasi produk susu segar 5 

tahun terakhir. 

Tabel 1. Volume don Lokasi Produksi Susu Dalam 

Negen Tahun 1998-2002 

No. fovind 
T nm (fon) 

1990 1999 2000 2001 2002 

1. Jahn 149.902 200232 214.581 196.946 212.372 

2. Jabar 148.992 151.834 184.515 184.833 204259 

3. Jateng 60.911 67.816 78.931 81.578 87288 

4. D.I. Yogyrtica to 4234 4.918 6.888 4.405 4.944 

5. 010 Jakarta 5.753 5.814 5.094 6.130 6.048 

6. S sntd 4.168 4.148 4.615 4.622 4.639 

7. Lain-idn 1.386 1236 1.023 1.433 1.433 

Totoi 375.345 435.990 495.647 479.947 520.983 

Surnber : Bulw Stafistik Peternakan Tahun 2002 

Dan Label 1 tersebut ternyata jelas bahwa kon-

sentrasi peternakan sapi perah berada di Pulau Jawa 

sehingga kontribusi produksi susu terhadap produksi susu 

nasional, yaitu sekitar 98,8% dan sisanya 1,2% dan luar 

Jawa. 
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2.2. Aspek Permintaan. Konsumsi Susu Sapi Perah 

Sejak sepuluh tahun terakhir ini, permintaan kon-

sumsi susu sapi perah di Indonesia terus meningkat sa-

ngat tajam dengan trend naik sekitar 12,03% per tahun, 

kecuali pada tahun 1998 (963.400 ton) terjadi penurun-

an sebesar 15,89% dibandingkan tahun sebelumnya 

(1.116.500 ton) sebagai akibat terjadinya krisis moneter, 

sedangkan konsumsi susu paling tinggi terjadi pada 

tahun 2000, yaitu sebesar 1.975.500 ton (tabel 2). 

Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Susu 

Tahun 1993-2002 

Tofiun Konasmi (Ton) 

1993 834.300 

1994 959.900 

1995 1.408.100 

1996 1.180.600 

1997 1.116.500 

1998 963.400 

1999 1258.000 

2000 1.975.500 

2001 1.835.600 

2002 1.859.100 

Sumber : Buku Statistik Peternakan Tahun 2002. 
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Peningkatan konsumsi susu tersebut diasumsikan 

dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, kesa-

daran akan kesehatan dan gizi serfs kemajuan dalam 

bidang pendldikan dan sarana komunikasi. Juga sema-

kin membaiknya pertumbuhan ekonomi balk regional 

maupun nasional. 

Gambar 1. Grafik Perkembangan Konsumsi Susu 

Tahun 1993-2002 

Ton 
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,.500.000 

,.000.000 

500.000 

0 
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Da ri gambar 1 terlihat adanya fluktuatif kenaikan 

dan penurunan konsumsi susu selama kurun waktu 10 

tahun terakhir. Penurunan yang sangat tajam terjadi dan 

tahun 1997 - 199& namun mengalami peningkatan 
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kembali setelah tahun 1999. Namun demikian, secara 

keseluruhan tetap menun)ukkan fiend peningkatan rata-

rata per tahun sebesar 12,03%. 

Da ri data 5 (lima) tahun terakhir (1998-2002) pa-

da Label 1 dan Label 2 dapat dibuat grafik/diagram an-

tara ketersediaan produksi susu dengan permintaan 

produksi susu yang dapat dilihat pada gambar 2. 

Gambar 2. Grafik Produksi Susu Dalam Negeri 

dengan Permintaan Konsumsi Susu 

Tahun 1998-2002 
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2.3. Impor Produk Olahan Susu 

Untuk memenuhi kebutuhan susu saps secara na-

sk nal sebesar 1.167.561 torl/tahun, maka kurang lebih 

59% atau setara 687.914 ton/tahun masih diimpor dari 

luar negeri dak~m bentuk bahan baku maupun bahan 

jadi seperti susu, mentega, yogurt, whey dan keju. 

Pada tahun 2001 Indonesia mengimpor produk 

olahan susu sebanyak 170.151.968 kg dengan nilai US$ 

323.075.561. Dibandingkan tahun 2000 volume impor 

produk olahan susu mengalami peningkatan sebesar 

3,2%. Tabel 3 memper1ihatkan nilai impor produk olah-

an susu saps Indonesia lima tahun terakhir. 

Tabel 3. Negara-negara, Volume, dan Nilai Impor 
Produk Olahan Susu Sapi Indonesia Tahun 2001 

No. Negaa vdwne taeD NS (l$) 
1. A►atrdia 33.091.056 55.988.173 19 

2. New Zedand 48.381.594 110.227.353 28 

3. Netherland 13.978.980 26569.749 8 

4. Ptipina 12.498.390 21.919.672 7 

5. Idarxia 4.775.450 8.305273 3 

6. ihafland 5.016.805 4.324.472 3 

7. Ida-kin 52.409,805 646.151.122 32 

Tod 170.151.907 323.075.561 100 
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2.4. Ekspor Produk Olahan Susu Sapi Indonesia 

Ekspor produk olahan susu sapi dan Indonesia 

dalam bentuk bahan Baku maupun bahan jadi. Pada 

tahun 2001 ekspor susu sapi dari Indonesia sebesar 

76.297.407 kg dengan nilai US$ 92.610.576 dalam 

bentuk skim, susu, mentega, keju, yogurt dan whey. 

Negara-negara tujuan ekspor antara lain Malaysia, irak, 

Iran, Nigeria, Hongkong, Singapura, Thailand, Philipina, 

Portugal, Tonga, Timor-Timur, Jepang, Canada, Bangla-

desh, Brunei Darusalam, Afrika Selatan dan Tanzania. 

Pada tahun 2002 terjadi penurunan ekspor sebesar 

55,16% (34.187.233 kg). 

Negara-negara tujuan ekspor produk oiahan susu 

tahun 2001 (volume, nilai US$),%) tertera pada tabel 4 

berikut. 
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Tabel 4. Negara-negara Tujuan Ekspor Produk 

Olahan Susu Tahun 2001 

No. N u T 4unn volume (k Mai (us$) % 

1. Mdaysb 44.334.075 29.731.730 58 

2. kak 16.835.509 31.832.936 22 

3. Sings xza 4235.093 9.420.624 6 

4. kan 3281.707 8.199.047 4 

5. Mgeia 1.745.704 4.577.008 2 

6. L *Fldn 5.867.316 8.874.009 8 

Told 76.277.404 92.635.354 100 

III. KEBIJAKAN SISTEM AGRIBISNIS PETERNAKAN SAPI PERAH 

(INDUSTRI PERSUSUAN) DI INDONESIA 

Vi dalam paradigma pembangunan pertanian 

di Indonesia pada saat ini adalah : "Terwujudnya Pere-

konomian Nasional yang Sehat melalui Pembangunan 

Sistem dan Usaha Ag snis Berdaya Saing, Berkerakyat-

an, Berkelanjutan dan Terdesentralisasr. Dengan visi ter-

sebut, pembangunan diarahkan pada suatu sistem 

atau struktur agribisnis yang mencakup industri hulu per-

tanian, pertanian itu sendiri, industri hilir pertanian serta 

jasa-jasa pendukung, yang berdaya saing, berkerakyat-

an, berkelanjutan don terdesentralisasi. Selain itu, di-
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kembangkan pub usaha-usaha agribisnis khususnya 

pada segmen pasca panen (pengolahan dan pema-

saran) yang mencakup usaha rumah tangga, usaha ke-

kxnpok, usaha kecil, usaha menengah, koperasi dan 

perusahaan yang berdaya saing, berkerakyatan dan 

terdesentralisasi. 

Dalam sub sektor peternakan sapi perah (Industri 

Persusuan), peeenapan agribisnis yang mengintegrasi-

kan ketiga subsistem, yaitu pra produksi, budidaya, dan 

pasca panen, relatif lebih terkoordinasi dan terpola di-

bandingkan dengan Indust ri sapi potong dan perung-

gasan. Kondisi ini berkaitan erat dengan karakteristik ko-

moditas dan usaha sapi perah yang menuntut tindakan 

kooperatif, serta setelah diterapkannya strategi kebijak-

an perdagangan komoditas susu sejak dicabutnya 

BUSEP pada tahun 1998. Agribisnis di bidang persusuan 

hingga saat ini telah mampu mempertahankan suatu 

sistem perdagangan yang mengkaitkan sektor hulu 

atau produksi peternakan yang menghasilkan bahwn 

baku (susu segar) dengan sektor hilir, yakni industri pe-

ngolahan hash l yang mengolah susu segar menjadi pro-

duk olahan. Namun, harus kita akui bahwa berlang-
14 



sungnya sistem perdagangan Ini diawali dengan inter-

vensi pemerintah melalui peraturan pemerintah bags 

kalangan industri pengolahan susu untuk menyerap pro-

duk iokal. 

Perkembangan kondisi ekonomi dan politik di In-

donesia sejak krisis moneter hingga kini, telah merubah 

suatu tatanan tersebut. Peraturan bukti serap rasio dica-

but sebelum waktunya menyebabkan IPS dapat meng-

impor bahan baku industri susunya tanpa mempertim-

bangkan lagi produk lokal, yakni susu segar dalam ne-

geri (SSDN). Di lain pihak, perubahan nilai tukar dolar ter-

hadap rupiah yang Klan melambung menyebabkan 

harga susu impor menjadi ikut terdongkrak. Sebaliknya, 

harga susu segar dalam negeri hanya dapat dinaikkan 

sesuai dengan kesepakatan pihak IPS. Kondisi inilah 

yang menyebabkan ag snis di bidang persusuan di 

Indonesia dapat tetap eksis, karena tetap mampu 

bersaing dengan produk impor, bahkan menjadikan 

persaingan di antara IPS karena seluruh produk susu da-

lam negeri memang tidak mampu memenuhi kebu-

tuhan IPS. 
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Kondisi seperti ini diperkirakan akan berlangsung 

sekama kiisis moneter terjadi, berbagai kemudahan di-

berikan oleh pihak IPS kepada peternak dan koperasi 

untuk mendapatkan susu segar dakim negeri dengan 

harga jauh lebih murah dibandingkan bahan baku im-

por. Dengan demikian, terbuka kesempatan bagi ka-

langan peternak dan koperasi untuk membenahi aspek 

produksi dengan menimba pengalaman yang telah 

lalu dan mengembangkan teknologi tepat guna se-

hingga secara bertahap diharapkan dapat meningkat-

kan produktMtas dan efisiensi usahanya. 

Dak~m era perdagangan bebas, keunggulan 

produsen do lam menembus pasar sangat ditentukan 

kesanggupannya mengatasi persaingan secara sehat 

dalam harga, mutu produk, dan pelayanan. Oleh 

karena itu, upaya peningkatan produk yang akan dila-

kukan harus ditindaklanjuti dengan serhfikasi produk, do-

lam hal ini koperasi dapat bekerjasama dengan PT. 

SUCOFINDO, sebagai lembaga penyelenggara Sertifika-

si Peningkatan Sistem Manajemen Mutu. Dengan mene-

rapkan sistem manajemen yang mengacu pada 
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kaidah-kaidah ISO 9000, maka dan sisi mutu basil, 

produk susu lokal dapat bersaing dengan produk impor. 

Dalam mengintegrasikan subsistem produksi dan 

pasca panen (pengokahan dan pemasaran), yakni an-

tara peternak atau koperasi dengan IPS melalui hu-

bungan kemitraan usaha, harus didasari oleh kepen-

tingan bersama, soling memperkuat, dan sating meng-

untungkan. Untuk itu, diperiukan suatu sistem atau polo 

agribisnis secara entitas, khususnya dalam memasuki 

tahun 2004, di mana AFTA mulai diberiakukan. Diharap-

kan melalui sistem agrbisnis ini akan dapat menampil-

kan produk yang berkualitas dan berdaya saing dengan 

harga yang tidak jauh berbeda dengan susu impor. 

Sistem agribisnis berbasis peternakan saps perah (industri 

persusuan) di Indonesia dapat dilukiskan pada gambar 

3. Keseluruhan dari sub sistem atau segmen tersebut 

terangkum dalam rangkaian yang bersifat komplemen-

ter, dan setup segmen kegiatan harus menampiikan 

output yang memperkuat keunggulan kompetitif agri-

bisnis. Di sini, rangkaian sub sistem tersebut tidak harus 

dikelola secara utuh oleh satu entitas. Artinya bahwa 

para peternak atau koperasi dapat melaksanakan agri-
17 



bisnis pada segmen pasca panen (pengolahan dan 

pemasaran) saja melalui pola kemitraan dengan Indus-

tri Pengolahan Susu (IPS) sehingga rencana pengem-

bangan industrialisasi berbasis komoditas susu sapi pe-

rch di Indonesia dapat direalisasikan, khususnya dalam 

memasuki era perdagangan bebas AFTA 2004. 
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N. PELUANG DAN TANTANGAN AGRIBISNIS PERSUSUAN DI 

INDONESIA 

Produksi susu nasional dewasa ini dan di mass 

yang akan datang dihadapkan pada tantangan sekali-

gus peluang, yakni memenuhl permintaan pasar do-

mestik yang cenderung meningkat searing dengan me-

ningkatnya daya bell masyarakat, kesadaran akan ma-

kanan bergizi, dan populasi penduduk yang besar. Se-

mentara itu, perkembangan dunia agribisnis komoditas 

susu saps perah rakyat di Indonesk] telah menunjukkan 

adanya perkembangan yang signifikan terutama sema-

kin berkembangnya IndusM Pengolahan Susu (IPS) seba-

gai mttra kerja dan i para peternak sapi perah dan kope-

rasi susu. Kondisi ini berkaitan erat dengan adanya pe-

ningkatan permintaan susu sapi perah, terutama dak]m 

upaya pencapaian gizi masyarakat sebesar 7,2 kg/kapi-

ta/tahun, sesuai dengan standar kecukupan protein he-

wani yang telah ditetapkan dalam Widya Karya Nasio-

nal pangan dan Gizi. Standar gizi minimal tersebut equi-

valen dengan konsumsi daging 10,1 kg/kapita/tahun, 

telur 3,5 kg/kapita/tahun dan susu 6,4 kg/kapita/tahun. 

Dengan demikian, terbuka lebar peluang yang sangat 
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menjanjikan khususnya dalam agribisnis persusuan di 

Indonesia. 

Sekalipun demikian, kondisi nyata di lapangan 

menunjukkan masih adanya ketimpangan di antara ni-

lai tambah yang diperoleh pelaku agribisnis di off farm 

dengan nilai tambah yang diperoleh di tingkat on farm. 

Akibatnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan para 

peternak sapi perah sebagai pelaku utama dari kegiat-

an agribisnis masih tetap rendah sehingga perlu men-

dapatkan perhatk n dan semua pihak. Keadaan terse-

but disebabkan para pelaku agribisnis di tingkat on farm 

kurang memiliki akses terhadap pasar, sumber-sumber 

permodalan dan sumber-sumber teknologi. Para pelaku 

bisnis off farm terutama di sektor hilir (pengolahan dan 

pemasaran) sexing dihadapkan pada permasalahan 

rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinufas susu sapi 

perah sebagai bahan baku industri pengolahan susu. 

Berdasarkan analisis rata-rata pertumbuhan pro-

duksi susu dari tahun 1998 sampai dengan 2002 sebe-

sar 7% per tahun. Produksi susu pada tahun 2002 sebe-

sar 520 ribu ton maka proyeksi perkembangan produksi 

susu lima tahun yang akan dating yaitu 2007 adak~h 
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sebesar 750 ribu ton sedangkan sepuluh tahun yang 

akan datang, yaltu tahun 2012 sebesar 979 ribu ton. 

Hash l analisis ini memberikan isyarat kepada semua 

pihak yang terkait bahwa tanpa adanya perbaikan dan 

peningkatan pada semua sektor atau segmen agribis-

nis, mustahil akan memenuhi kebutuhan permintaan 

konsumen susu, yang juga sudah dapat dipastikan akan 

terus meningkat tajam sekima kurun waktu yang sama. 

Apabila dikaji lebih lanjut produksi susu pada tahun 

2002 sebesar 520 ribu ton yang dihasilkan dari populasi 

ternak saps perah sebesar 390 ribu ekor dengan rataan 

produksi susu sebesar 10 liter per ekor per hail, maka 

untuk memenuhi permintaan konsumen susu pada ta-

hun yang sama sebesar 1.859,1 ribu ton akan diperlu-

kan populasi sap i perah sebesar 1,2 juta ekor. Dan i hashl 

analisis ini terbuka peluang agribisnis pada segmen 

budidaya peternakan sapi perch, khususnya bagi para 

peternak untuk meningkatkan skala usahanya ke arah 

yang lebih efisien. 

Ekspor produk susu tahun 1998 sampai dengan 

2002 mengalami pertumbuhan yang cukup positif, 

yaitu sebesar 90,37%. Berdasarkan angka pertumbuhan 

tersebut maka prediksi lima tahun yang akan datang 
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(2007) ekspor produk susu sapi perah di Indonesia akan 

mencapai 150 ribu ton, dibandingkan tahun 2002, yaitu 

sebesar 34 ribu ton dan pads tahun 2012 mencapai ± 

300 ribu ton. Hal ini mencerminkan bahwa sekalipun 

produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) belum mam-

pu memenuhi kebutuhan konsumen domestik, tetapi In-

donesia masih bisa mengekspor produk susu ke berba-

gai negara yang tampaknya cukup menggembirakan 

dan menjanjikan. Dengan demikian, terbuka peluang 

agr bisnis yang cukup besar pada segmen pasca pa-

nen yang meliputi berbagai produk olahan susu dan 

pemasarannya. 

Rata-rata pertumbuhan impor produk olahan 

susu sapi perah di Indonesia tahun 1998 sampai de-

ngan 2002 mencapai 22,76% per tahun. Dengan kena-

ikan yang signifikan tersebut maka diprediksi secara se-

derhana pada lima tahun yang akan datang, yaitu 

tahun 2007, impor produk olahan susu Indonesia dapat 

mencapai ± 260 ribu ton dan sepuluh tahun menda-

tang, yaitu tahun 2012 sebesar 520 ribu ton. Berdasar-

kan fakta tersebut, terungkap bahwa meskipun Indo-

nesia mampu mengekspor produk susu, namun di lain 

pihak diimbangi dengan mengimpor produk olahan 
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susu. Kelihatannya seperti kontradiktif, namun kondisi ini 

diasumsikan sebagai keseimbangan dak~m upaya un-

tuk memenuhi konsumsi susu dalam negeri. Peluang 

bisnis ini cukup menjanjikan karena selama lima tahun 

terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifi-

kan. 

Tantangan bisnis susu sapi antara lain masih 

rendahnya produktMtas sapi perah di Indonesia, yaitu 

rata-rata 10 liter/ekor/hari. Masih jauh dari kemampuan 

saps perah di luar negeri, yaitu rata-rata produktivitasnya 

20 liter/ekor/hari. Begitupun rata-rata pemilikan ternak 

sapi perah masih relatif rendah, yaitu sekitar 3 ekor/pe-

ternak. Padahal pemilikan ideal yang dapat memenuhi 

skala usaha adalah 10-15 ekor/peternak atau rata-rata 

7 ekor ternak sapi yang sedang laktasi dengan tingkat 

produksi susu sebesar 15 liter/ekor/hari. Upaya penang-

gulangan dalam jangka pendek adalah kebijakan im-

por bibit saps perah terus dilakukan, tetapi hendaknya 

tidak semata-mata diarahkan kepada peningkatan 

populasi sapi perah saja, namun harus dikaitkan de-

ngan upaya meningkatkan mutu genetik secara ter-

arah, sehingga harapan peningkatan produktMtas saps 

perah yang dipelihara peternak dapat terealisasikan. 
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Dan i aspek mute ternyata masih rendah, antara 

lain keterampilan SDM yang masih rendah terutama 

ditinjau dan i penerapan jaminan mutu dan teknologi 

serta keterlambatan sarana dan prasarana pemeliha-

raan sapi perah menyebabkan belum diterapkannya 

praktek hygiene dengan balk dan benar. Hal ini tercer-

min dari masih terjadinya jumlah cemaran mikroba, 

khususnya angka lempeng total di tingkat penampung-

an susu (Milk Collecting Center) yaitu sebesar 10-20 juta 

CFU (Colony Forming Unit)Iml susu segar, sedangkan SNI 

01-3141-1998 TPC (Total Plate Count) maksimal 1 juta 

CFU/ml susu segar. 

Di aspek pengolahan dengan diberlakukannya 

Inpres No. 4/1998 dan Kepmen Keu No. 16 yang ber-

laku sejak tanggal 2 Februan 1998 serta masuknya era 

AFTA sekarang ini maka Industri Pengolahan Susu (IPS) 

sangat tergantung kepada produksi susu impor, di ma-

ns pajak pemasukannya hanya 5% dengan kualitas 

yang lebih balk dan IPS tidak ada kewajiban untuk me-

nyerap susu sapi perah produksi dalam negeri sebagai 

bahan baku. Apalagi beberapa IPS skala besar akan 
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menerapkan System Reward and Penalty dalam penye-

rapan produksl susu dalam negeri. Hal flu semua akan 

mempengaruhi harga susu segar yang dihasilkan peta-

ni. Bika susu saps perah segar tidak memenuhi permin-

taan IPS (sesuai dengan SNI) maka akan banyak susu 

segar dari petani yang tidak terserap oleh IPS. Oleh 

karma flu, peranan koperasi susu (KUD) periu ditingkat-

kan terutama dalam upaya untuk mengurangi keter-

gantungan terhadap industri pengolahan susu segar. 

Kemudian secara bertahap koperasi dapat melakukan 

pengolahan susu menjadi produk yang bisa kangsung 

dijual dan pads akhirnya dapat membangun industri 

pengolahan susu milik para peternak dalam wadah ko-

perasi tersebut. 

V. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIALISA-

SI PEDESAAN BERBASIS KOMODITAS SUSU SAPI 

PERAH 

Membangun sistem dan usaha agribisnis di bi-

dang pengolahan dan pemasaran hash l pertank n 
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membutuhkan program dan koordinasi baik di tingkat 

nasional maupun daerah. Untuk Flu, maka strategi pem-

bangunan pengolahan dan pemasaran basil pertanian 

diarahkan sebagai berikut : (1) membangun ekonomi 

keral yatan melalui peningkatan daya saing di pasar 

global; (2) pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat, 

sedangkan pemerintah menjalankan fungsi stimulasi, di-

namisasi, regulasi, fasilitasi, dan pengendalian; (3) me-

ngisi dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah; 

(4) menumbuhkan, mengukuhkan dan mengembang-

kan potensi yang ada di daerah; (5) mengembangkan 

perencanaan dan bawah yang bersifat transparan, par-

tisipatif dan demokratis; (6) terciptanya keseimbangan 

antar kawasan, terutama antar Kawasan Timur Indone-

sia (K11) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). 

Strategi pembangunan dan pengokhan difokus-

kan pads upaya pemberdayaan (empowerment) 

usaha skala kecil/rumah tangga produk pertanian yang 

menjadi basis ekonomi pedesaan, pemberian kesem-

patan seluas-luasnya bagi usaha pengolahan dan pe-

masaran basil susu saps rakyat untuk berkembang me-
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kalui perluasan pasar, peningkatan mutu, penciptaan 

ikiim yang kondusif bagi berkembangnya usaha pe-

ngolahan dan pemasaran hasil susu sapi perah rakyat 

melalui regulasi, deregulasi, law enforcement, pemberi-

an bimbingan dan fasilitasi kerjasama. 

Strategi pemberdayaan dan pemberian kesem-

patan sebagaimana dimaksud diformulasikan dalam 

strategi operasional melalui pengembangan industriali-

sasi pedesaan berbasis susu sapi perah rakyat, pening-

katan daya serap pasar domestik dan mendorong pe-

ningkatan ekspor susu olahan serta mengurangi impor 

susu. Penjabaran dan strategi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

5.1. Industrialisasi Pedesaan Berbasis Susu Sapi Pe-
rah Rakyat 

Terdapat lima alasan utama pengembangan in-

dustri pengolahan susu rakyat periu dilakukan sehingga 

dapat dijadikan lokomotif pertumbuhan ekonomi regi-

onal maupun nasional, sebagai berikut : (1) industri pe-

ngolahan susu sapi rakyat yang mampu mentransfor-

masikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan 
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kompetitif; (2) produk susu sapi mempunyai nilai tam-

bah dan mempunyai pangsa pasar yang besar sehing-

ga kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi 

pertumbuhan perekonomian regional maupun nasio-

nai; (3) mempunyai keterkaitan yang besar baik ke hulu 

maupun ke hilir sehingga mampu memajukan sektor-

sektor lainnya; (4) memiliki basis bahan baku lokal yang 

dapat diperbaharui sehingga dapat berkelanjutan (sus-

tainable); dan (5) memiliki kemampuan untuk mentrans-

formasikan struktur ekonomi nasional dan i pertanian ke 

industd dengan agroindustri sebagai sektor penggerak-

nya. 

Sebagai salah satu impiementasi dari strategi ter-

sebut, yaitu pada tahun 2003 diselenggarakan kegiatan 

Pilot Proyek Pengolahan Susu Pasteunsasi pada duo 

provinsi (Jawa Barat don Jawa Tengah). Pada pilot pro-

yek tersebut tidak semata-mata dibangun fisik alai pe-

ngolahan susu, akan tetapi juga dibangun kelembaga-

an don sistemnya. Melalui pilot proyek tersebut, diharap-

kan dapat dijadikan suatu model pengembangan in-

dustrialisasi pedesaan berbasis susu sapi rakyat, di 

mana para peternak susu saps perah dan para pelaku 

agribisnis off farm akan memperoleh nilai tambah yang 

berkeadilan dan berkelanjutan. Model tersebut akan 
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dijadikan polo pengembangan indusirialisasi pedesaan 

berbasis susu sapi rakyat pada KabupaterVProvinsi yang 

memiliki potensi pengembangan susu sapi rakyat. 

5.2. Peningkatan Daya Serap Pasar Domestik 

Potensi pasar domestik untuk produk-produk per-

tanian sangat besar, apabila penduduk Indonesia de-

ngan jumiah ± 220 juts jiwa yang mempunyai daya bell 

seperti masyarakat maju sekitar 5% saja, maka besar-

nya pasar domestik sudah lebh dari setengah besarnya 

pasar Singapura. Negara-negara maju memperhitung-

kan Indonesia sebagai pasar produk pertamanya dan 

produk-produk lainnya dengan perhitungan sekitar 10% 

penduduk dengan daya bell yang mampu menjang-

kau harga yang mereka tawarkan, maka besarnya pa-

sar ini sudah mencapai lebih dari 20 juta jiwa. 

Dan i gambaran tersebuf di atas, menunjukkan 
bahwa pasar domestik basil pertanian segar dan 
olahannya sangat besar dan prospektif. Oleh karena Flu, 

menguasai pasar domestik atau pasar sendiri untuk ko-

moditas susu dan basil olahannya barus mendapatkan 

prioritas utama. 
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Tujuan yang hendak dk apai dalam pengem-

bangan pasar domestik, adalah : (a) terciptanya dan 

bertambahnya pasar yang pasti bagi produk-produk 

segar dan olahan basil peternakan; (b) terkuranginya 

ancaman dari produk-produk segar dan olahan pe-

ternakan (susu sapi) yang datang dan luar negeri karena 

konsumen lokai berpihak pada produk sendiri. 

Kegiatan-kegiatan pengembangan pasar do-

mestik, antara lain: 

a). Promosi produk-produk basil peternakan di suatu 

wilayah melalui penciptaan pasar seperti promo-

si minum "susu segar"; 

b). Pengembangan infrasruktur pemasaran dalam 

rangka memperluas pasar domestik, seperti ter-

minal dan sub terminal agribisnis, pasar ternak 

modern, dan lain sebagainya; 

c). Pengembangan perdagangan antar pulau atau 

antar provinsi di dalam satu pulau; 

d). Pengembangan produk kbas dengan ceruk pa-

sar (nice market) tertentu; 
e). Pengembangan sistem penyidikan dan informasi 

pasar (market intelligence and market informa-

tion). 
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5.3. Pengembangan Ekspor Hash l Pertanian 

Arah pengembangan ekspor basil pertanian difo-

kuskan pada produk-produk olahan basil pertanian 

yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi per-

ekonomian nasional. Oleh karena it u, pengembangan 

agroindustri mutlak diperlukan. 

Vi. LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL PELAKSANAAN INDUS-

TRIALISASI PEDESAAN BERBASIS SUSU SAPI PERAH 

Tahapan operasional kegiatan industrialisasi pe-

desaan berbasis susu sapi perah adalah (1) identifikasi 

potensi pasar susu olahan; (2) identifikasi potensi wilayah 

sentra produksi sapi perah; (3) rancang bangun pe-

ngembangan industrialisasi pedesaan; (4) sosialisasi ren-

cana industrialisasi; (5) pelatihan bagi para pelaku uta-

ma dan aparat pendamping; (6) operasionalisasi pe-

laksanaan industrialisasi pedesaan; dan (7) pendam-

pingan. 

32 



6.1. Identifikasi Pasar Susu Olahan 

Pasar adalah merupakan acuan/rujukan bagi pe-

ngembangan industrialisasi pedesaan berbasis susu. 

Melalui berbagai kegiatan penelitian terhadap permin-

taan komoditas susu olahan (susu pasteurisasi, you ghurt, 

susu kental manis, dil.) akan dapat dijadikan bahan 

do lam menyusun perencanaan pengembangan Indus-

trialisasi pedesaan berbasis susu. 

Survei potensi pasar dapat dilakukan melalui pe-

nyebaran kuisioner kepada rumah tangga di perkotaan 

pada berbagai strata ekonomi. Berdasarkan basil survei 

tersebut dapat disimpulkan apakah ada permintaah 

yang nyata terhadap produk susu sapi olaban. 

6.2. Identifikasi wlayah Sentra Produksi Sapi Perah 

Kegiatan identifikasi tersebut difokuskan pada ru-

mah tangga peternak, rata-rata pemilikan saps perah, 

penyediaan pakan (hijauan don konsentrat), rata-rata 

produksi. susu per ha ri yang dihasilkan di setiap rumah 

tangga peternak. 
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Kelembagaan peternak (kelompok dan koperasi) 

apakah perannya dirasakan oleh para anggota. Popu-

lasi ternak-ternak saps perah di wilayah desa, kecamat-

an dan kabupaten yang bersangkutan selama kurun 

waktu 5 tahun terakhir. 

6.3. Rancang Bangun Pengembangan Indusfialisa-

si Pedesaan 

Berdasarkan hash l survei potensi pasar dan poten-

si wilayah sentra produksi sapi perah dapat dijadikan 

bahan penyusunan rancang bangun pengembangan 

industrialisasi pedesaan. Besarnya angka permintaan 

produk susu olahan akan dijabarkan pada penyediaan 

alai pengolah susu (alai pasteurisasi) yang didukung 

oleh potensi usaha sapi perah di wilayah tersebut. 

Sebagal contoh misalnya Kota Semarang mem-

butuhkgan susu pasteurisasi per hail 2.500 liter, permin-

taan tersebut akan dipenuhi oleh Koperasi Susu Andinilu-

hur dengan alai pasteurisasi berkapasitas 500 liter per 

jam (sehari 5 jam kerja) atau setara 2.500 liter per had. 
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Koperasi tersebut membutuhkan susu segar mini-

mal 2.500 per ban secara kontinyu yang harus disedia-

kan oleh para peternak sapi perah di wilayah tersebut. 

Apabila rata-rata produksi sapi per hari per ekor 10 liter 

maka diperlukan saps yang sedang laktasi minimal 250 

ekor. 

Perlu mendapatkan perhatian adalah aidt 

transportasi dari industri pengolahan ke konsumen di 

perkotaan. Pemilikan alai transportasi yang tepat secara 

teknis maupun ekonomi akan mendukung upaya efi-

siensi usaha. 

6.4. Sosialisasi Rencana indushialisasi 

Pada tahapan ke-4 ini merupakan tahapan pe-

nyampaian ide kepada semua pihak yang terkait da-

lam pengembangan industrialisasi pedesaan berbasis 

susu sapi. ide tersebut dituangkan dalam suatu Business 

Plan yang jelas dan terukur sehingga mudah dipahami 

oleh semua pihak yang akan terkait dalam bisnis susu 

tersebut. 
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Apabila k e tersebuf diterima oleh semua pihak 

yang terkait maka perlu dituangkan dalam suatu komit-

men bersama secara tertulis dalam bentuk Rencana 

Usaha Bersama. Langkah selanjutnya meningkat pada 

tahapan 5, yaitu pelatihan. 

6.5. Pelatihan Bagi Pelaku Iltama dan Aparat Pen-

damping 

Pelatihan diselenggarakan atas dasar kebutuhan 

mated di tingkat lapangan (need assessment). Khusus 

bagi para pelaku utama materi pelatihan difokuskan 

pada peningkatan jiwa entrepreneur; kemampuan ma-

najerial; kepemimpinan; dan pelatihan yang bersifat 

teknis. 

Pelatihan untuk aparat pendamping, materinya 

disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan terutama 

untuk memperlancar usaha tersebut. 
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6.6. Operasionalisasi Plaksanaan Industrialisasi Pe-

desaan 

Pada tahapan ini adalah tahapan pelaksanaan 

yang dimulai apabila tahapan-tahapan persiapan 

sudah dilaksanakan secara matang berdasarkan basil 

evaluasi pendahuluan. Peran dan fungsi masing-masing 

pelaku utama mulai melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati bersama. On 

going evaluation dilakukan untuk menilai dan memper-

baiki kinerja para pelaku utama sesuai tugas dan fung-

sinya masing-masing. 

6.7. Pendampingan 

Keberhasilan usaha terutama bagi para pemula 

sangat ditentukan adanya upaya pendampingan dan 

aparat/petugas dalam rangka ikut memecahkan per-

masalahan yang terjadi, maupun memberikan fasilitasi 

demi kelancaran usaha. Pendampingan terus dilakukan 

sampai usaha tersebut dk nggap mandiri. 
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Petugas/aparat pendamping terlebih dahulu ha-

rus dilatih sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing. Kewajiban pemerintah; BUMN dan dunia usaha 

berkontribusi melatih aparat pendamping. 

VII. KEBIJAKAN PROTEKSI DAN PROMOSI 

7.1. Kebijakan Umum 

Melihat potensi dan keunggulan produk pertani-

an, peluang sebagai substitusi impor dan andalan eks-

por, keterkaitan yang sangat erat dengan pembangun-

an pedesaan, pengentasan kemiskinan, maupun keta-

hanan pangan, beberapa komoditas pertanian mutlak 

harus dipromosikan atau dikembangkan. Seiama proses 

promosi inilah maka komoditas-komoditas tersebut per-

lu diberikan periin dungan dalam bentuk kebijakan per-

dagangan. Promosi tersebut merupakan program yang 

terencana dengan langkah-langkah yang jelas sekali-

gus dengan time frame yang juga terencana. 

Komoditas yang berkaitan erat dengan pemba-

ngunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, dan keta-

hanan pangan merupakan komoditas strategis. Bukan 

tidak mungkin komoditas ini jugs sekaligus memiliki ke-

unggulan komparatif, atau paling tidak potensi keung-
38 



gukxn komparatif yang apabika dipromosikan akan ber-

peluang sebagai substitusi impor dan akan menjadi an-

dalan ekspor. Yang termasuk dalam kategori ini adalah 

komoditas-komoditas yang secara tradisional merupa-

kan produk yang diekspor. Beberapa komoditas peter-

nakan merupakan komoditas yang memiliki potensi 

keunggulan komparatif yang dapat menggantikan im-

por dan bahkan satu ketika dapat menjadi andalan 

ekspor. Namun demikian, harus dikelola secara modern 

dan dengan skala usaha yang ekonomis. 

Visi dalam mempromosikan sektor pertanian su-

dah sangat tepat dirumuskan, yaitu : s... terwujudnya 

sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing ...". 

Yang kurang adalah manakak] "usaha agribisnis" hen-

dak diwujudkan, yang dibayangkan oleh para perenca-

na adalah petani atau pertanian (peasant) yang ada 

saat ini hendak diubah menjadi usaha-usaha agr snis 

sekaligus yang berdaya saing. Hal ini bukan tidak mung-

kin terjadi, tetapi kita harus menunggu 50 tahun lagi, ka-

lau terjadi, karena pengalaman menunjukkan selama 

50 tahun terakhir tidak banyak perubahan dalam struktur 

pertanian kita. Memang sudah banyak kemajuan, yaltu 

mengangkat pertanian peasant ke tingkat yang lebih 
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balk. Namun, untuk dikatakan sebagat usaha agribisnis 

yang berdaya saing, masih jauh dari harapan. 

Yang dibutuhkan dalam rangka menterjemahkan 

vi tersebut adalah pemilahan yang tegas antara pea-

sant dan farming, kemudian merumuskan kebijakan, 

program dan rencana serta langkah-langkah yang jekas 

terpisah dalam rangka mempromosikan masing-

masing sistem. Untuk sistem peasant, maka apa yang 

telah dilaksanakan setama tni dapat terus dilanjulkan 

dan disempurnakan, karena permasalahan peasant 

adalah transfer of wealth. Inilah sebabnya program 

yang dilakukan selama ini tidak terlalu berhasil dengan 

fenomenal. Apabila program BIM jugs tidak begitu ber-

hasii, ini pun bukan hat yang aneh. Diharapkan, tentu 

dalam perjatanannya sebagian dan i mereka atau ketu-

runannya akan menjalankan usaha agribisnis yang kom-

petitif. 

Dalam merencanakan sistem farming, maka ti-

dak perlu melihat slstem pertanian yang sekarang int 

(peasant). Bisa saja tni dilakukan, tape hanya sebagat 

40 



bahan rujukan dan pembanding. Farmers harus diran-

cang dan yang ideal, lalu ditarik mundur bagaimana 

mewujudkannya. Seolah-olah kits merancang pertani-

an mass depan yang slap menghadapi era globalisasi, 

yang mampu bersaing dengan petani negara lain (ma-

ju) paling tidak sama dengan pertanian/petani di nega-

ra-negara tersebut. Hai-hal yang kita dengar selama ini: 

masalah mutu, masalah penolakan, masalah deiWery, 

masalah volume dan kontinuitas, masalah selera konsu-

men, dli., adalah masalah yang hanya dapat diselesai- 

kan dengan rancang bangun ulang (Teengineering). 

Yang ada di sini adalah pemikiran ulang yang funda-

mental dan redesign yang mendasar, yang membuat 

proses bisnis (agribisnis) kompetitif bahkan sempurna di 

segala indikator-indikator produk sesuai dengan yang 

diinginkan oleh konsumen. Inilah pertanian modem. 

Pertanian modern memeriukan investasi. Prinsip 

dasar dan sumber daya keuangan adalah bahwa me-

ngalir ke kegiatan usaha yang memberikan return yang 

lebih besar. Sampai saat ini, return yang terbesar dalam 

perekonomian adalah dalam bidang trading. Kegiatan 
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produktif, apalagi di bidang pertank n dengan gesta-

tion period yang lama dan resiko yang relatif besar, 

menjadi pilihan investasi bukan pada urutan pertama. 

Di sinilah perlu peranan pemerintah. Kalau dibiarkan ke-

pada pasar, maka tidak terlalu banyak diharapkan dari 

para pelaku usaha untuk berkiprah di agribisnis, apalagi 

menjadi petani (tingkat proprietorship). 

Syaraf pertama dart suatu pertanian modern 

adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manu-

sia yang dimaksudkan di sini iakah yang memiliki jiwa wi-

rausaha, keahlian bertani, jujur, serta menguasai tekno-

k~gi. Sumber days ini sebenarnya tersedb dalam jum-

lah yang besar di negara m i. Berapa banyak alumni Fa-

kultas Pertanian di seluruh Indonesia sampai saat ini dan 

berapa banyak yang menjadi petani?. Boleh dikatakan 

saat ini semua provinsi memiliki sate atau lebih unwersi-

tas dengan Fakuitas Pertanian. Banyak di antara mereka 

ini yang sudah memiliki pengalaman bertani (dart kelu-

arga petani). Yang menjadi masalah adalah sebagian 

besar dart mereka tidak mengetahui bagaimana me-

mulai, bertani apa (business venture-nya), sumber dana 
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dan mana dan bagaimana mendapatkannya, teknolo-

gi yang tersedia, dipasarkan ke mana dan terakhir ba-

gaimana mengelolanya (manajemennya). 

Sebagian dari alumnus ini dapat diseleksi secara 

ketat, dipilihkan secara bersama-sama bidang usaha 

yang nantinya digeluti dengan skala usaha yang ekono-

mis, dibantu mencarikan pasarnya, dilatih bahkan di-

bantu menjalankan usahanya dalam suatu proses inku-

basi sampai pada akhirnya dia dilepas. Alumni sebagai 

talon petani, dengan persiapan melalui proses inkubasi 

diharapkan menjadi salah satu jaminan dalam menda-

patkan modal dan i bank. Di samping itu, pemerintah 

menyediakan dana backup yang dapat berperan se-

bagai "jaminan" bagi bank manakala terjadi kegagalan 

(default). Dengan ketersediaan aparat dan fasilitas pen-

dukung sampai di daerah-daerah, maka tugas untuk 

menjalankan inkubasi ini dapat dimandatkan kepada 

Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran 

Hash l Pertanian (Ditjen BPPHP) dengan argumentasi bah-

wa Ditjen iniiah yang dapat melihat semua kegiatan 

agribisnis secara lengkap. Sedangkan tugas-tugas da-
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lam rangka poverty alleviation, food securily dan rural 

development diserahkan pada Ditjen Bina Produksi. Da-

lam jangka panjang strategi ini diharapkan akan me-

nyelesaikan masalah poverty alleviation, food security 

dan rural development. 

Sumber daya lahan yang selama ini dipertanya-

kan sebenarnya tidak terlalu mahal. Apabila praktek 

pertanian modern dijalankan, maka margin dart pe-

ningkatan produktMfas dapat menutup biaya sewa la-

han, bahkan biaya-biaya input lainnya, dan masih te-

tap memberikan keuntungan. Di samping itu, untuk 

lahan-lahan ex pemerintah dapat di-HGU-kan kepada 

petani modern. 

Dalam bidang teknologi di era globalisasi sebaik-

nya juga menempuh pemanfaatan teknologi global. Ini 

menuntut penyesuaian kebijakan dalam bidang perka-

rantinaan, dalam hal penyediaan benih atau bibit mi-

salnya, dengan mengadopsi prinsip global sourcing de-

ngan sedapat mungkin meminimumkan dampak ne-

gatif. 
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Selama periode promosi atau pengembangan 

balk pada komoditas strategis maupun komoditas ber-

potensi keunggulan komparatif dan komoditas andalan 

ekspor, perlu diberiakukan proteksi dalam bentuk tarif 

yang sesuai selama tenggang waktu pengembangan, 

yakni tiga sampai empat tahun untuk kemudian dieva-

luasi pada akhir tahun periode promosi. Khusus untuk 

komoditas strategis, proteksi diberiakukan untuk teng-

gang waktu yang lebih lama. Sedangkan untuk komo-

ditas andalan ekspor, semua bentuk pajak dan pungut-

an-pungutan ekspor sebaiknya dihapuskan. 

7.2. Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Protek 

si dan Promosi Sektor Pertanian serta Solusinya 

Dalam penerapan kebijakan proteksi dan pro-

mosi pertanian terdapat 5 aspek yang periu dicermati, 

yaitu : 

1. Restrukturisasi Komponen Pembangunan Sektor Per-

tanian, meliputi : 

• Kebijakan makro lebih berpihak pada sektor per-

tanian; 
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• Penggunaan teknologi yang lebih ramah ling-

kungan; 

• Intervensi manajemen teknok)gi (Techno ma-

nagerial Intervention); 

• Kebijakan yang lebih bersifat "facilitating" dari-

pada "regulating"; 

• Kebijakan dan pemberdayaan kepada ekonomi 

kerakyatan, Usaha Menengah, Kecil, Mikro dan 

Koperasi (UMKM & K); 

• Mengurangi (apabila memungkinkan) atau 

menghilangkan "High Cost Economy; 

• Menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif (sta-

bilitas ekonomi dan keuangan, standardisasi ser-

tifikasi dan akreditasi kualitas produk). 

2. Meningkatkan Daya Saing National (National Com-

petitive Advantage) berdasarkan tiga komponen, 

melipufi : 

• Kualitas Sumber Daya manusia; 

• Konsisfensi kebijakan; 

• Kemapanan hukum. 

3. Peningkatan, pemeliharaan dan efisiensi pengguna-

an sumber daya pertanian, meliputi : 
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• Konservasi dan peningkatan efisiensi pengunaan 

kihan; 

• Efisiensi pemakaian sumber daya air; 

• Pemanfaatan kekayaan flora dan fauna serta 

kekayaan 'biodwersily' lainnya. 

4. Meningkatkan sistem manajemen informasi, meli-

puti: 

• Peningkatan jaringan kerjasama perdagangan 

antara Indonesia dan negara ASEAN serta nega-

ra partner dagang lainnya; 

• Mengintensifkan penyediaan informasi pasar da-

lam kaitan dengan perdagangan domestik dan 

global; 

• Monitoring dan evaluasi perkembangan pasar 

produk pertanian dan hambatan perdagangan 

internasional (tariff & non tariff); 

• Penyadaran kepada masyarakat pentingnya 

menggunakan produk-produk pertanian dakxm 

negeri, yang erat kaitannya dengan ketahanan 

pangan nasional. 

5. Tantangan untuk teknologi don sistem informasi, me-

liputi . 

• Percepatan menggunakan kemajuan teknologi; 
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• Pergeseran ke arah ekonomi berbasis pengeta-

huan (Knowledge Based Economy); 

• Pengembangan informasi, komunikasi dan tekno-

logi (lOT) dalam rangka mendorong kemajuan 

teknologi; 

• Meningkatkan kemampuan dan keahlian; 

• Kemitraan dalam inovasi. 

7.3. Kebijakan Proteksi dan Promosi Komoditi Peter-

nakan 

Daging Ayam 

• Tarif Bea Masuk (IBM) daging ayam adalah sebesar 

5% dan dipandang masih periu ditingkatkan lagi pa-

ling tidak sampai ke tingkat binding rate-nya (40%) 

sesuai dengan kesepakatan WTO, walaupun dirasa-

kan TBM tersebuf masih periu lebih tinggi lagi. Hal ini 

dimaksudkan untuk melindungi industri perunggasan 

di dalam negeri terhadap serangan impor dari luar, 

terutama dan i negara produsen daging utama yang 

tingkat efisiensi industri perunggasannya relatif lebih 

efisien dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini 
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menyebabkan harga . daging ayam impor lebih 

murah dibandingkan harga produk yang sama di 

dalam negeri. Sejalan dengan itu, diterapkan pula 

kebijakan impor paha ayam dalam bentuk utuh dan 

pelarangan impor dak m bentuk potongan (SK 

Menteri Pertanian No. 745/1992) serta penerapan 

persyaratan ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). 

• Sejalan dengan kebijakan sertifikasi halal tersebut, 

maka dipandang perlu untuk melakukan pemantau-

an secara berkala mengenai aspek food safely dan 

halal terhadap Rumah Potong Unggas (RPU) dan 

prosedur pemotongan unggas. Selanjutnya dirumus-

kan prosedur dan sistem sertifikasi halal yang tepat 

sesuai dengan prinsip-prinsip harmonisasi dan non-

diskriminatif. Dengan demikian, diharapkan RPU/pro-

cessing plant yang mengimpor produknya ke Indo-

nesia dapat lebih selektif dan memudahkan dalam 

pengawasannya. Hal ini tidakkah bertentangan de-

ngan Annex C SPS-INTO, Food Import/Export CAC 

don SK Menteri Pertanian No. 745/92. 

• Selama ini produk daging ayam lokal masih kalah 

bersaing dengan produk impor dan i segi harga ka-
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rena biaya produksi produk impor yang efisien. Untuk 

itu, diperlukan perhaikan efisiensi produksi, khususnya 

biaya pakan yang merupakan komponen terbesar 

dari biaya produksi (70% dari total biaya produksi). 

Hal ini ditempuh dengan memanfaatkan sumber 

daya lokal yang tersedia yang dapat digunakan se-

bagai bahan baku pakan ternak. Beberapa hash l pe-

nelitian di bidang pakan ternak dapat dimanfaatkan 

dan aspek kontinuitas suplai harus mendapat perha-

tian, guna menjamin pasokan bahan baku secara 

kontinu. Di samping itu, perlu juga diterapkan aspek 

jaminan mutu mekjlui sistem HACCP, GMP (Good 

Manufacturing Practices) dan GP (Good Practices) 

baik di tingkat on farm maupun di tingkat off farm 

serta sertifikasi HACCP dan NKV (nomor control vete-

riner). 

• Produk unggas lain, yang memiliki keunggulan kom-

paratif seperti ayam buras dan itik perlu mendapat 

perhatian dalam pengembangannya. Kedua komo-

ditas ini diketahui cukup potensial untuk lebih dikem-

bangkan lagi mengingat pasar domestik (khususnya 

ayam buras) dan ekspor (khususnya itik) cukup besar. 
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Susu 

• Pengenaan Tarif Bea Masuk (TBM) bahan baku susu 

dan produk jadi sebesar 5%. Dipandang periu ada-

nya penerapan perbedaan tarif bea masuk bahan 

baku susu dan produk susu. 

• Selama ini usaha peternakan sapi perch dan industri 

pengolahannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

Sebagai akibatnya terjadi kompetisi lahan baik anta-

ra pertanian dengan peternakan maupun antara 

sektor pertanian dengan sektor lainnya (industri, peru-

mahan, dan lain-lain). Sudah saatnya untuk mendo-

rong pengembangan ag snis sapi perah di luar 

Pulau Jawa mengingat lahan yang relatif masih me-

madai. Untuk itu, diperlukan investasi yang cukup be-

sar balk di sisi on farm maupun off farm dan sarana 

pendukungnya (permodalan, transportasi, kemitra-

an, dll). Integrasi dengan sub sektor lainnya seperti 

dengan perkebunan dapat dilakukan di mans pa-

kan ternak dapat diperoleh dari limbah basil pertani-

an yang ada. Penerapan teknologi inseminasi buat-

an dapat pula dilakukan untuk mendukung perce-

patan populasi ternak sapi perah: 
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• Pengawasan mute produk susu mulai dari on 
farm 

sampai ke tingkat konsumen (terutama yang dipa-

sarkan langsung kepada konsumen) selama ini ma-

sih kurang, seperti terlihat dari ditolaknya susu karena 

tidak memenuhi standar kualitas. Untuk itu, peru dila-

kukan per yuluhan mengenai GFP (Good Farming 

Practices) dan GMP (Good Manufacluring Practices) 

kepada para pelaku agribisnis peternakan sapi pe-

rch khususnya di tingkat peternak. 

• Pengembangan industri olahan skala rumah tangga 

berbahan baku susu seperti karamel, kerupuk susu 

sudah dilakukan. Hal ini perlu didorong dan ditum-

buhkembangkan guna mengurangi ketergantungan 

pemasaran pada Industri Pengolahan Susu (IPS) 

yang selama ini dilakukan oleh para peternak saps 

perah. 

• Kebiasaan minum susu pada masyarakat masih per-

lu ditringkatkan. Promosi konsumsi susu segar di da-

lam negeri dapat dilakukan pada anak anak seko-

lah, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. 
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Kulit 

• Kebijakan impor produk peternakan termasuk kulit 

dalam hubungannya dengan perlindungan industri 

peternakan dalam negeri terhadap kemungkinan 

penyebaran penyakit dari luar, maka Indonesia me-

ngacu kepada daftar negara-negara yang tertular 

penyakit seperti yang dikeluarkan oleh OIE (Organi-

sasi Kesehatan Hewan Duna). Indonesia diakui seba-

gai salah satu negara yang bebas PMK. Untuk itu, 

periu upaya-upaya preventif terhadap kemungkinan 

penularan penyakit tersebut yang dapat merugikan 

industri peternakan di dalam negeri, selain juga 

periindungan terhadap konsumen produk hewani. 

• Meningkatnya ekspor kulit ke luar negeri membawa 

dampak pada perolehan devisa bagi negara. Na-

mun demikian, industri pengolahan kulit di dalam 

negeri menjadi kekurangan bahan baku. Untuk itu, 

diperlukan suatu upaya untuk melindungi industri per-

kulitan di dalam negeri. Memperindag telah me-

nyampaikan kepada Menkeu melalui surat No. 03/ 

MPP/I/2001 tentang usulan pengenaan PE kulit men-

tah 30% dan wet blue 20°x. Hal ini dimaksudkan 
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untuk mencegah banyaknya ekspor kulit mentah 

dan setengah jadi, sehingga industri perkulitan di da-

lam negeri mendapat jaminan pasokan bahan ba-

ku. Berkembangnya industri perkulitan di dalam ne-

geri juga akan meningkatkan pendapatan bagi ne-

gara berupa pajak, yang pada akhirnya akan diper-

gunakan untuk pembangunan masyarakat termasuk 

di dalamnya masyarakat petani-peternak (dampak 

secara tidak langsung). Selain itu, ketersediaan ba-

han baku kulit juga akan mendukung pengem-

bangan industrialisasi di pedesaan yang berbasiskan 

peternakan. 

• Ketersediaan kulit di dalam negeri sangat ditentukan 

oleh populasi ternak produsen kulif, yakni sapi, kam-

bing dan domba. Oleh karenanya, untuk meningkat-

kan pasokan kulit di dalam negeri periu dilakukan 

pengembangan on farm khususnya peningkatan 

populasi ternak penghasil kulit. 

• Kualitas kulit sangat ditentukan oleh penangnannya 

sejak mulai dart proses pengulitan di Rumah Potong 

Hewan (RPH). Untuk itu, periu dikembangkan tekno-

logi pengolahan kulit di RPH untuk menjamin 

kualitasnya. 
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Telur 

• Pengenaan Tarif Bea Masuk (BM) telur sebesar 5% 

untuk semua jenis telur (kecuali telur unggas untuk 

ditetaskan) TBM-nya sudah mencapai 0%. 

• Teknologi pengolahan telur masih terbatas pada 

teknologi pembuatan telur asin. Masih ada teknologi 

pengolahan yang dapat dimanfaatkan untuk mem-

perpanjang daya tahan telur misalnya telur instant, 

sehingga dapat memberikan nilai tambah yang 

lebih besar. 

• Pemasyarakatan konsumsi produk olahan (telur pin-

dang, telur asin, dli). 

• Pemanfaatan limbah basil industri telur sebagai ba-

ban baku kerajinan rakyat (home industry). 

• Memfasilitasi perkembangan investasi pada industri 

peternakan ayam dan itik petelur. 

• Mengembangkan teknologi penyimpanan dan pe-

ngemasan untuk memperpanjang daya tahan telur. 

• Promosi produk olaban di pasar luar negeri. 

• Penera pan qualify assurance melalui sistem HACCP, 

GMP (Good Manufacturing Practices), GP (Good 

Practices) balk di tingkat on farm maupun off farm. 

• Sertifikasi HACCP dan NKV (Nomor Kontrol Veteriner). 
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VIII. PENUTUP 

Salah satu indikator terjadinya pembangunan pa-

da suatu sektor yaitu adanya investasi balk yang ber-

sumber dari pengusaha maupun dan i masyarakat pela-

ku agribisnis Flu sendiri. Investasi akan berkembang apa-

bila didukung adanya iklim usaha yang kondusif diciri-

kan dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam 

perijinan usaha, permodak]n, pasar dan dukungan 

IPTEK serta infrastruktur yang memadai. 

Selain hal tersebut, juga perlu ditumbuhkem-

bangkan jiwa wirausaha pada masyarakat pelaku agri-

bisnis sehingga mau dan mampu menangkap setiap 

peluang usaha agribisnis yang menguntungkan. Jiwa 

wirausaha juga dicirikan dengan adanya motivasi ber-

prestasi (achievement motWation) yang tinggi tumbuh 

di setiap jiwa insan pelaku agribisnis yang beradab. 

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian yaitu 

tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi 

masyarakat pelaku agribisnis, sehingga usaha mereka 
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menjadi leUh produktif, efisien dan semakin kuat posisi 

tawar mereka ketika berhada pan dengan sektor pasar 

atau perusahaan mitra. 

Kondisi tersebut di atas terus dipacu dan dikem-

bangkan dengan berbagai strategi dan kebijakan, na-

mun hal tersebut tidak akan berhasil dengan balk do-

lam implementasi di lapangan tanpa adanya du-

kungan dari peran serta aktif dan i masyarakat, Peme-

rintah Daerah serta dukungan dan i semua unsur yang 

terkait. 

Semoga apa yang kita cita-citakan bersama 

mendapat Ridho dan i AlkJh Subhanahuwata'ala. Amin. 
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LAMPIRAN 

(Foto-foto Susu) 



Foto 1. Menteri Pertanian Meninjau Jat Pasteurisasi 
Susu Pada Acara Hari Pangan Sedunia 
di Ambarawa 







Foto 6. Pabrik Pengolahan Susu 

Foto 7. Minum Susu 
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1, Tipping Tank 
2. ReoeMng Tank 
3, Tubular Pasteurisasi 

Foto 8. Unit Pasteurisasi Susu 

4. Storage Tank 
5. Cup Filler and Sealer 
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